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  Abstract  
 

 The decision of the Election Organizers Ethics Council (DKPP) 

regarding violations of the Code of Ethics, once made, has immediate 

legal force and direct legal consequences for the election organizers. 

The Bawaslu (Election Supervisory Board) is obligated to supervise 

the implementation of this decision, and legally, every decision made 

by DKPP must be executed by the concerned parties. The research 

questions in this study are as follows: 1. What is the philosophical 

and juridical foundation of the position of DKPP in enforcing 

violations of the election organizers' code of ethics? 2. How is the 

existence of the DKPP's decision in response to violations of the code 

of ethics viewed from the perspective of legal certainty?.The 

approach used in this research is a normative juridical method, 

which involves processing secondary data obtained from library 

studies such as official documents, books, and laws related to the 

research issues. The author uses theories and concepts of 

democratization, authority, and legal certainty. The results of the 

research and discussion indicate that the position of DKPP's 

decision, based on DKPP Regulation No. 1 of 2013 concerning the 

Code of Ethics Procedural Guidelines for Election Organizers, 

stipulates that the decision is "final and binding." Furthermore, a 

judicial review was conducted in the Constitutional Court Decision 

No. 31/PUU-XI/2013, leading to a change in which the decision is 

final and binding only for the President, KPU (General Elections 

Commission), and Bawaslu as election organizers. Regarding the 

decision of the DKPP, the State Administrative Court (PTUN) can 

test the substance of DKPP's decision. The existence of DKPP's 

decision in enforcing the code of ethics for election organizers has 

significant implications in ensuring the integrity of elections. 

Institutionally, DKPP is classified as an independent supporting state 

institution. 
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Abstrak  

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) 

terhadap Pelanggaran Kode Etik yang sudah diputuskan langsung  

mempunyai kekuatan hukum  tetap dan langsung mempunyai akibat 

hukum bagi penyelenggara pemilu, dan pihak Bawaslu wajib 

mengawasi pelaksanaan putusan tersebut,dan secara yuridis setiap 

putusan DKPP tentu wajib dilaksanakan  oleh para pihak. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana 

landasan filosofis yuridis kedudukan DKPP dalam menegakkan 
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pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2. Bagaimana 

Eksistensi putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik ditinjau 

dari perspektif kepastian hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan 

mengolah data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan 

berupa dokumen resmi, buku-buku dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. dan 

Penulis mengunakan teori dan konsep tentang teori demokratisasi, 

Kewenangan, dan Kepastian Hukum. Hasil penelitian dan 

pembahasan menunjukkan bahwa Kedudukan putusan DKPP 

berdasarkan Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu ketentuan sifat putusan 

tetap “final dan mengikat” , dan telah dilakukan Judicial review 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 

menimbulkan adanya perubahan bersifat final dan mengikat hanya 

ditujukan  bagi Presiden, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara 

pemilu, dan terhadap amar putusan DKPP, terdapat jelah oleh 

PTUN untuk menguji secara materil putusan DKPP. Eksistensi  

Putusan DKPP dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara 

pemilu memiliki implikasi yang sangat penting dalam mewujudkan 

pemilu yang berintegritas, secara kelembagaan DKPP 

dikelompokkan kedalam lembaga negara pembantu atau lembaga 

negara penunjang yang bersifat independen. 
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1. PENDAHULUAN 

 

DKPP sebagai lembaga baru   yang   melengkapi   kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan 

lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara   Pemilu. DKPP   

dibentuk   untuk menjaga kemandirian, kredibililtas, integritas,   dan menegakkan kode etik   (code of 

ethics atau code of conduct) penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP juga merupakan respon terhadap 

lemahnya moral penyelenggara   Pemilu   sertaperbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP   

menjadi wadah bagi para pencari keadilan Pemilu untuk mempermasalahkan, keberpihakan 

penyelenggara Pemilu kepada salah satu calon anggota legislatif dan pasangan calon eksekutif.1   Esensi 

mandat konstitusi DKPP   diatur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,  

Dewan  Kehormatan Penyeleggara Pemilu (DKPP)  adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan 

semi-judisial, Konstitusi hanya memberikan landasan konstitusianal bagi keberadaan lembaga lembaga 

dalam sistem kehakiman.  

Dewan Kehormatan Penyeleggara Pemilu (DKPP) merupakan sebagai Pengadilan Etik, dan 

merupakan perkembangan lebih lanjut dari Lembaga Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang 

sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilu yang sekarang diubah menjadi Undang undang Nomor 15 Tahun 2011  dan dirubah 

lagi menjadi Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan  bersifat Final dan 

Mengikat  Sejak Undang undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum berlaku ukur yang di 

gunakan oleh DKPP . Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (rule of ethics) dan penegakan 

 

1 Jenedri M. Gaffar, Demokrasi dan pemilu di Idonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm, 37-38. 
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hukum(rule of law) yang berimplikasi menjadi kerancuan mengenai Dewan Kehormatan Etik dan Peradilan 

hukum.2 

Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap Penyelenggara pemilu dalam hal 

ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak 

tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi 

keberpihakkan kepada salah satu peserta pemilu.3  

Putusan DKPP merupakan bentuk ‘keputusan’ pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan 

final. Karakter final dan mengikat putusan DKPP adalah khusus dimana jadwal dari pelaksanaan pemilu itu 

terbatas. Kedua, berdasarkan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021, upaya hukum yang dapat dilakukan 

terhadap putusan DKPP dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan 

bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP merupakan penyelenggara pemilu sebagaimana KPU 

dan Bawaslu. Karena Putusan DKPP tersebut merupakan bentuk ‘keputusan’ pejabat Tata Usaha Negara 

yang bersifat konkret, individual, dan final, maka dapat dapat diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha 

Negara. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dari putusan DKPP karena produk putusannya 

dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Putusan DKPP dapat ditindaklanjuti dengan keputusan 

administratif dari lembaga yang terkait, seperti Keputusan Presiden atau keputusan dari KPU.  Keputusan 

administratif ini dapat menjadi objek gugatan di PTUN, namun tidak dapat menyanggah putusan DKPP itu 

sendiri 4. Dari latar belakang masalah diatas terdapat beberapa hal yang akan dibahas  tentang Eksistensi 

Putusan  DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum yaitu  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah landasan filosofis yuridis kedudukan  DKPP dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu ? 

2. Bagaimanakah  Eksistensi Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik ditinjau  dari Perspektif 

Kepastian Hukum ? 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis peineilitian ini adalah peineilitian hukum noirmatif  dengan cara meineiliti bahan-bahan 

pustaka atau bahan hukum seikundeir.5 Dalam peineilitian hukum noirmatif yang meinjadi ruang lingkup 

peineilitiannya adalah filsafat hukum, asas-asas hukum, sisteimatika hukum, taraf singkroinisasi hukum, 

seijarah hukum, dan peirbandingan hukum. Dalam peneilitian ini peinulis akan meineikankan pada 

peineilitian teirhadap filsafat hukum dan seijarah hukum, seikaligus meincoiba meingambil beibeirapa 

putusan peingadilan seibagai cointoih untuk meileingkapi peineilitian ini. Peineilitian teintang filsafat 

hukum dilakukan dilakukan teirhadap kaidah-kaidah yang meirupakan patoikan-patoikan beirpeirilaku. 

Peineilitian ini  mencakup peireinungan dan teilaah atas nilai-nilai seirta asas-asas hukum yang teirdapat 

dalam UUD 1945.6 

a. Peindekatan Histoiris (histoirical Approiach). Peindeikatan ini dilakukan dalam keirangka untuk 

meimahami filoisoifi aturan hukum dari waktu kei waktu, seirta meimahami peirubahan dan 

peirkeimbangan filoisoifi yang meilandasi aturan hukum teirseibut. Cara peindeikatan ini dilakukan 

deingan meineilaah latar beilakang dan peirkeimbangan peingataturan isu hukum yang dihadapi. 

b. Peindeikatan kasus (casei approiach). Peindeikatan ini dilakukan deingan meilakukan teilaah  teirhadap 

kasus. Peindeikatan kasus dalam peineilitian hukum adalah meitoidei untuk meineiliti masalah hukum 

deingan cara meineilaah kasus-kasus yang  teirkait deingan isu yang diteiliti dan teilah meimiliki 

keikuatan hukum teitap (putusan peingadilan). Peindeikatan ini beirtujuan untuk meimahami bagaimana 

kasus-kasus serupa diatur dalam hukum dan bagaimana putusan peingadilan diambil dalam kasus-

kasus teirseibut. Deingan meinggunakan peindeikatan kasus, peineiliti dapat meimpeiroileih peimahaman 

yang leibih meindalam teintang bagaimana hukum diteirapkan dalam kasus-kasus teirteintu dan 

bagaimana peingadilan meingambil keiputusan dalam kasus-kasus teirseibut.  

 

 

 
2 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi:( Perspektif Baru tentang, Rule of Law and 

Rule of Ethics, Constitusional law and Constitusional Ethics), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 35-36.  
3 Jimly Asshddiqie.,Ibid, hlm.65 
4 Muhammad dan Teguh Prasetyo, Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi  dan Pemilu 

Bermartabat, Depok, 2018, hlm. 5 
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , 

Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, hlm 13-14. 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 44-45.   
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3. PEMBAHASAN  

3.1  Pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan 

tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keungan desa 

Pada prinsipnya, meikanismei peinyeileisaian peilanggaran koidei eitik peinyeileinggara Peimilu 

seisuai peidoiman beiracara koidei eitik peinyeileinggara peimilu meiliputi, seibagai beirikut : 7 

a) Veirifikasi Administrasi. DKPP meineirima peingaduan dan/atau lapoiran teirtulis untuk dikaji 

teirleibih dahulu oileih seikreitariat DKPP meingeinai keileingkapan administrasi peingaduan yang 

meiliputi: ideintitas peingadu dan teiradu, uraian alasan peingaduan, seirta peirmintaan untuk 

meimeiriksa dan meimutus dugaan peilanggaran koidei eitik. 

b) Veirifikasi Mateirieil dan Reigistrasi Peirkara. Peingaduan yang teilah lolos veirifikasi administrasi 

akan dilakukan veirifikasi mateirieil untuk meineintukan apakah peingaduan teirseibut meimeinuhi 

unsur peilanggaran kode etik. Keimudian peingaduan yang teilah meimeinuhi. Peingaduan yang teilah 

meimeinuhi veirifikasi administrasi dan veirifikasi mateirieil akan dicatat dalam buku reigistrasi 

peirkara dan diteitapkan jadwal sidangnya 

c) Peirsidangan. Dalam peirsidangan DKPP, Peilapoir meinyampaikan poikoik lapoirannya, 

keimudian Teirlapoir meinyampaikan peimbeilaan teirhadap tuduhan yang disampaikan Peilapoir. 

Apabila dipeirlukan, baik Peilapoir maupun Teirlapoir dapat meinghadirkan saksi-saksi teirmasuk 

keiteirangan ahli di bawah sumpah seirta keiteirangan pihak teirkait lainnya. 

d) Pleinoi Peineitapan Putusan. Majeilis Sidang DKPP akan meinilai duduk peirkara yang 

seibeinarnya, meirumuskan dan meinyimpulkannya, hingga akhirnya meimbeiri Putusan. 

e) Putusan. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu peirsidangan deingan meimanggil pihak 

Teirlapoir dan Peilapoir 

Prinsip Koide Eitik Peinyeileinggara Peimilu paling banyak dilanggar di tahun 2023 adalah 

prinsip proifeisioinal deingan jumlah 299 Peilanggaran.8 Prinsip seilanjutnya adalah Mandiri, Jujur, 

Teirtib, dan Beirkeipastian Hukum.  

Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Pemilu beirkeidudukan seibagai leimbaga teitap yang meinangani 

peilanggaran koidei eitik peinyeileinggara peimilihan umum ( KPU/ Bawaslu ) beirtindak seibagai Peiradilan 

Eitik ( coiurt oif eithics ) untuk meinjaga inteigritas dan martabat Peimilu. 

Seileingkapnya dapat dilihat pada tabeil di bawah ini:9 

Tabeil.2 

 

No. Prinsip Penyelenggara Pemilu yang Diduga Dilanggar Total 

1. Prinsip Mandiri 10 

2. Prinsip Jujur 13 

3. Prinsip Adil 3 

4. Prinsip Keipastian Hukum 9 

5. Prinsip Teirtib 9 

6. Prinsip Teirbuka 6 

7. Prinsip Proipoisioinal 6 

8. Prinsip Proifeisioinal 240 

 
7 Jimly Asshiddiqie, Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum,  Makalah disampaikan 

dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik  Indonesia di Jakarta, Februari 2013.,hlm.6 
8 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu   2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu 

Tahun 2023 
9 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu   2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu 

Tahun 2023 
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9. Prinsip Keipeintingan Umum 2 

10 Prinsip Akuntabeil 1 

Total 299 

 

Sumbeir: Lapoiran Kineirja DKPP,2023 

 

Asas-asas koidei eitik peimilu di Indoineisia dapat diteimukan dalam beibeirapa undang-undang 

yang meingatur peimilihan umum, di antaranya adalah Undang-Undang Noimoir 7 Tahun 2017 teintang 

Peimilu. Beirdasarkan undang-undang teirseibut, teirdapat beibeirapa asas-asas koidei eitik peimilu yang 

harus ditaati, antara lain: 

1. Keibeinaran dan keiadilan: Para peiseirta peimilu, teirmasuk caloin, partai poilitik, dan peimilih 

diharapkan untuk beirpeirilaku jujur dan adil dalam peilaksanaan peimilu. Meireika harus meimbeirikan 

infoirmasi yang beinar dan tidak meilakukan tindakan curang atau diskriminatif yang dapat meirugikan 

peiseirta lain. 

2. Transparansi: Proiseis peimilu harus transparan dan teirbuka untuk publik. Hal ini teirmasuk dalam hal 

peingeiloilaan data, peiroileihan suara, dan peirhitungan hasil peimilu. 

3. Akuntabilitas: Seiluruh pihak yang teirlibat dalam peimilu, teirmasuk peinyeileinggara, peiseirta, dan 

peimilih, harus beirtanggung jawab atas tindakan dan keiputusan yang meireika ambil. Meireika harus 

siap meimpeirtanggungjawabkan seimua peirbuatan yang dilakukan dalam rangka peilaksanaan 

peimilu. 

4. Partisipasi: Seimua warga neigara beirhak untuk beirpartisipasi dalam peimilu dan proiseis deimoikrasi. 

Meireika meimiliki hak untuk meimilih dan dipilih tanpa ada diskriminasi.  

5. Peineigakan hukum: Tindakan-tindakan peilanggaran teirhadap koidei eitik peimilu harus 

ditindaklanjuti deingan peineigakan hukum yang adil dan beirkeiadilan seisuai deingan keiteintuan yang 

beirlaku. 

Upaya mitigasi poiteinsi peilanggaran ini teilah ada di dalam Undang- Undang Noimoir 7 Tahun 

2017 teintang Peimilihan Umum, yang meineitapkan 11 (seibeilas) prinsip peinyeileinggara peimilu 

(mandiri, jujur, adil, beirkeipastian hukum, teirtib, teirbuka, proipoirsioinal, proifeisioinal, akuntabeil, 

eifeiktif dan eifisiein)10 seibagai pranata keipeimiluan (struktur), seicara reigulatif meimbatasi tingkah laku 

peinyeileinggara Peimilu. Koinseikueinsi hukum yang dijatuhkan keipada para peilanggarnya pada dasarnya 

untuk meimbeirikan eifeik jeira keipada peinyeileinggara peimilu agar tidak meincoiba meilakukan 

peilanggaran eitik. Seibagai struktur yang meingeikang aktoir- aktoirnya, aturan eitik meinjatuhkan sanksi 

keipada peinyeileinggara peimilu dalam rangka untuk meinjaga inteigritas peinyeileinggaraan peimilu. 

Seibab, jika inteigritasnya reindah akan meingakibatkan teirjadinya deileigitimasi dan keitidakpeircayaan 

masyarakat teirhadap proiseis peimilu,11 

Pelanggaran koide eitik peimilu adalah tindakan yang meilanggar noirma, nilai, dan standar 

peirilaku yang seiharusnya dijunjung tinggi oileih peinyeileinggara peimilu. Peilanggaran ini meincakup 

beirbagai aspeik, mulai dari sikap tidak neitral, peinyalahgunaan weiweinang, hingga meineirima 

suap. Peilanggaran dilakukan teirkadang berkedok keigiatan amal,keigiatan keimasyarakatan dan bantuan 

sosial . Beirikut adalah beibeirapa cointoih peilanggaran koideetik peimilu: 12 

1. Sikap tidak neitral: Peinyeileinggara peimilu (seipeirti anggoita KPU atau Bawaslu) meinunjukkan 

keibeirpihakan pada salah satu peiseirta peimilu atau partai poilitik teirteintu. Cointoihnya, 

meimbeirikan dukungan seicara teirbuka keipada caloin teirteintu, meimasang stikeir atau atribut 

kampanyei, atau meinghadiri acara kampanyei.  

 
10 Pasal 3 Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
11 Awaludin, 2019. Malpraktik pemilu ditempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Perhitungan 

Suara Serentak Tahun 2019.”Electoral Governence Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1(1) : 104-120 
12https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-

indonesia-di akses pada tanggal 31 Mei 2025 
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2. Peinyalahgunaan weiweinang: Peinyeileinggara peimilu meinggunakan jabatan atau keiweinangannya 

untuk keipeintingan pribadi atau keiloimpoik teirteintu, bukan untuk keipeintingan umum. 

Cointoihnya, meimanipulasi data, meinghalangi akseis infoirmasi, atau meimeingaruhi keiputusan 

deingan cara yang tidak adil.  

3. Meineirima suap atau gratifikasi: Peinyeileinggara peimilu meineirima imbalan dalam beintuk apapun 

(uang, barang, fasilitas, dll) dari peiseirta peimilu atau pihak lain seibagai imbalan atas tindakan 

teirteintu yang meinguntungkan pihak teirseibut dalam peimilu.  

4. Tidak meilapoirkan dana kampanyei:  Peiseirta peimilu (partai poilitik, caloin)  

5. meilapoirkan dana kampanyei meireika seicara leingkap dan jujur seisuai deingan peiraturan yang 

beirlaku.  

6. Kampanyei di luar jadwal: Peiseirta peimilu meilakukan keigiatan kampanyei di luar waktu yang 

teilah diteintukan oileih peiraturan.  

7. Peinggunaan fasilitas neigara: Peiseirta peimilu meinggunakan fasilitas neigara (moibil dinas, geidung 

peimeirintah, dll) untuk keipeintingan kampanyei   

8. Meimbeirikan infoirmasi yang tidak beinar: Peinyeileinggara peimilu meimbeirikan infoirmasi yang 

salah atau meinyeisatkan keipada masyarakat.  

Pihak yang paling banyak meinyampaikan peingaduan dugaan peilanggaran koidei eitik kei DKPP 

adalah keimudian Peinyeileinggara Peimilu dan Partai Poilitik/Peiseirta Peimilu. Tingginya angka aduan 

dari masyarakat ini meinunjukkan antusiasmei dan peiran aktif peimilih dalam meingawal inteigritas dan 

proifeisioinalitas dari para Peinyeileinggara Peimilu. Peingaduan seipanjang Tahun 2023.13 

 

Peilanggaran Koidei Eitik yang diadukan Tahun 2023, 

beirdasarkan peingaduan adalah, Tabeil:3 

 

Unsur Pengadu Jumlah 

Masyarakat/Peimilih 269 

Partai Poilitik 2 

Peinyeileinggara Peimilu 28 

Total 299 

Sumbeir: Lapoiran Kineirjs DKPP,2023 

 

DKPP beirsidang untuk meilakukan peimeiriksaan dugaan adanya peilanggaran koidei eitik yang 

dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan Peilanggaran koidei eitik teirseibut diproiseis 

seibagaimana seibuah peiradilan, deingan meineimpatkan Peiraturan Beirsama KPU, Bawaslu, dan DKPP 

Noi.13 Tahun 2012, Noi.11 Tahun 2012, dan Noi.1 Tahun 2012 teintang Koidei Eitik Peinyeileinggara 

Peimilu seibagai "hukum mateiril"nya, dan Peiraturan DKPP Noi.2 Tahun 2012 teintang Peidoiman 

Beiracara Koidei Eitik Peinyeileinggara Peimilu seibagai "hukum foirmil”nya.14 Peradlan pemilu sejak 

tahun 2012 sampaiterhadap prinsip-prinsip eitika yang harus dipatuhi oleh meireika dalam tahun 2023 

lebih dari 2.122 Teradu  Pelanggaran Koidei Eitik15  

Pelanggaran koidei eitik peimilu adalah tindakan yang melanggar noirma, nilai, dan standar 

peirilaku yang seiharusnya dijunjung tinggi oileih peinyeileinggara peimilu. Peilanggaran ini meincakup 

beirbagai aspeik, mulai dari sikap tidak neitral, penyalahgunaan weweinang, hingga meineirima 

 
13Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023 
14https://www.academia.edu/16416566/Buku_Penganganan_Pelanggaran_Pemilu,Diakses Pada Tanggal 

30 mei 2025 
15Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2023. Laporan Kinerja Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023 

http://www.academia.edu/16416566/Buku_Penganganan_Pelanggaran_Pemilu
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suap. Pelanggaran dilakukan teirkadang beirkedok kegiatan amal,keigiatan keimasyarakatan dan bantuan 

sosial. Beirikut adalah beberapa contoih peilanggaran kodei etik peimilu: 16 

1. Sikap tidak nitral: Penyeleinggara peimilu (seipeirti anggoita KPU atau Bawaslu) meinunjukkan 

keibeirpihakan pada salah satu peiseirta peimilu atau partai poilitik teirteintu. Cointoihnya, 

meimbeirikan dukungan seicara teirbuka keipada calon terteintu, memasang stiker atau atribut 

kampanyei, atau menghadiri acara kampanyei.  

2. Peinyalahgunaan wewenang: Penyeleinggara peimilu meinggunakan jabatan atau kewenangannya 

untuk keipeintingan pribadi atau keloimpoik teirteintu, bukan untuk keipentingan umum. Contoihnya, 

meimanipulasi data, meinghalangi akseis infoirmasi, atau meimeingaruhi keiputusan deingan cara 

yang tidak adil.  

3. Meinerima suap atau gratifikasi: Penyeleinggara peimilu meineirima imbalan dalam beintuk apapun 

(uang, barang, fasilitas, dll) dari peseirta peimilu atau pihak lain seibagai imbalan atas tindakan 

teirteintu yang menguntungkan pihak teirseibut dalam peimilu.  

4. Tidak meilapoirkan dana kampanyei:  Peiseirta peimilu (partai poilitik, caloin)  

5. meilapoirkan dana kampanyei mereka seicara leingkap dan jujur seisuai deingan peiraturan yang 

beirlaku.  

6. Kampanyei di luar jadwal: Peiseirta peimilu meilakukan keigiatan kampanyei di luar waktu yang 

teilah diteintukan oileih peiraturan.  

7. Peinggunaan fasilitas neigara: Peserta peimilu meinggunakan fasilitas neigara (mobil dinas, gidung 

peimeirintah, dll) untuk keipeintingan kampanyei   

8. Meimberikan infoirmasi yang tidak beinar: Penyeleinggara pemilu membeirikan informasi yang salah 

atau menyesatkan kepada masyarakat.  

Pihak yang paling banyak meinyampaikan peingaduan dugaan peilanggaran koide eitik ke DKPP 

adalah keimudian Peinyeileinggara Peimilu dan Partai Poilitik/Peiseirta Peimilu. Tingginya angka aduan 

dari masyarakat ini meinunjukkan antusiasmei dan peiran aktif peimilih dalam meingawal inteigritas dan 

proifeisioinalitas dari para Peinyeileinggara Peimilu. Peingaduan seipanjang Tahun 2023.17 

Peilanggaran Koidei Eitik yang diadukan Tahun 2023, 

beirdasarkan peingaduan adalah,  

Tabeil:3 

 

Unsur Pengadu Jumlah 

Masyarakat/Peimilih 269 

Partai Poilitik 2 

Peinyeileinggara Peimilu 28 

 Sumbeir: Lapoiran Kineirjs DKPP,2023 

Pihak yang paling banyak diadukan keipada DKPP seipanjangtahun 2023 ini adalah jajaran 

Bawaslu dan KPU pada tingkat Kabupatein/Koita, disusul deingan poisisi jajaran Bawaslu RI dan 

KPU RI. Meiningkatnya aduan/lapoiran teirhadap Bawaslu Kabupatein/Koita maupun KPU 

Kabupatein/Koita adalah kareina pada tahun ini seidang diseileinggarakan seileiksi peinyeileinggara 

Peimilu di tingkat ad hoic. kabupatein/koita. 18 

  Peilanggaran seilama tahun 2023  seileingkapnya akan diuraikan seibagai beirikut,19 

 

 16https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-

indonesia-di akses pada tanggal 31 Mei 2025 

 17 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023 

 18 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu  

Republik Indonesia Tahun 2023 

 19 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu  Republik Indonesia Tahun 2023 
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Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu ( DKPP) 

Kateigoiri Peilanggaran Tahun 2023 

Tabeil:4 

No. Kategori Pelanggaran 

 

 

Jumlah Teradu 

1 Manipulasi Suara 0 

2 Peinyuapan 18 

3 Peirlakuan Tidak Adil 23 

4 Peilanggaran Hak Pilih 0 

5 Keirahasian Suara & Tugas 0 

6 Peinyalahgunaan Keikuasaan/ Koinflik Keipeintingan 26 

7 Keilalaian Pada Proiseis Peimilu 58 

8 Intimidasi dan Keikeirasan 2 

9 Peilanggaran Hukum 28 

10 Tidak Adanya Upaya Hukum Yang eifeiktif 12 

11 Keicurangan Saat Peimungutan Suara 0 

12 Peilanggaran Neitralitas dan Keibeirpihakan 4 

13 Koinflik Inteirnal Institusi 1 

14 Tidak meilaksanakan tugas/weiweinang 32 

15 Meilanggar Teirtib Soisial 4 

16 Lain-lain 7 

Total 

 

 

215 

Sumbeir: Lapoiran Kineirja DKPP,2023  

Penegakan Hukum Pelanggaran kodei etik oleih DKPP (Deiwan Kehormatan Peinyelenggara 

Peimilu) bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyeilenggara pemilu. DKPP 

meimeiriksa dan meimutus peirkara peilanggaran koidei eitik, meinjatuhkan sanksi jika teirbukti 

beirsalah, dan meimastikan putusannya dilaksanakan oileih pihak teirkait.  

Penegakan hukum pelanggaran kodei etik pemilu dilakukan untuk memastikan penyelenggara 

pemilu beirtindak seisuai deingan prinsip-prinsip moiral dan eitika yang beirlaku. Peilanggaran koidei 

eitik dapat beirdampak seirius pada kreidibilitas peimilu dan deimoikrasi seicara 

keseiluruhan. Penegakan Hukum pada proses pemilu adalah sesuatu yang meisti adanya di 

dalampenye leingaraan peimilu yang beirjalan seicara deimoikratis.  

Penegakan hukum ini di landasi atas dasar untuk melindungi hak hak politik yaitu hak untuk 

meimilih (right toi voitei) dan hak untuk di pilih (right toi bei candidatei), seirta meilindungi segala 

beintuk hak hak masyarakat yang meirasa di rugikan atas peilanggaran yang teirjadi yang dimana pada 

peilanggaran ini beinarbeinar di luar atau sama seikali tidak seisuai deingan aturan main dalam 

proiseis peimilu.Peilanggaran yang teirjadi secara umum memang selalu.  

Berdasarkan keirangka hukum terdapat tiga jeinis peineigakan hukum peimilu yaitu peinangan 

pelanggaran pemilu, penyeleisaian sengketa, dan penyelesaian perselisihan pemilu, memfokuskan 

pada peilanggaran peimilu meinurut Undang-undang Noimoir 7 tahun 2017 Teintang Pemilihan 

Umum pelanggaran pemilu memliki beberapa poin utama yang diantaranya tindak pidana pemlu, 

peilanggaran administrasi dan kodei etik, Pada proses penyelesaian ini harus melalui tahapan tahapan 
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penyelesaian pelanggaran melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme dalam 

proiseis,   peilanggaran koidei eitik oileih DKPP Penyelenggara dilakukan melalui serangkaian 

proiseis pemeiriksaan dan putusan atas dugaan pelanggaran kodei etik yang dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daeirah. DKPP memiliki kewenangan untuk 

untuk meimanggil penyeleinggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang untuk 

memberikan penjeilasan dan pembelaan, 20 Proiseis Penegakan Hukum Pelanggaran Kodei Etik : 

 

1. Pengaduan, 

Seseorang atau keloimpoik yang merasa dirugikan oleih tindakan penyelenggara pemilu yang 

melanggar kode etik dapat mengajukan pengaduan ke DKPP.  

2. Pemeiriksaan Perkara, 

DKPP akan memerksa dan meimutus peirkara dugaan peilanggaran 

 koidei eitik berdasarkan bukti-bukti yang ada.  

3. Sidang Pemeriksaan, 

Sidang pemeiriksaan dilakukan secara terbuka dan dihadiri oileih pihak pengadu, teradu, saksi, dan 

pihak terkait lainnya.  

4. Putusan, 

Setilah meilakukan peimeiriksaan, DKPP akan meingeluarkan Peineitapan Putusan dilakukan 

selambat-lambatnya 7 (tujuh)  hari setelah sidang peimeiriksaan dinyatakan seleisai,dan Peimbacaan 

Putusan dilakukan selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak rapat pleinoi penetapan Putusan. 21 

5. Sanksi, 

 Jika terbukti melanggar kodei eitik, DKPP dapat menjatuhkan sanksi beirupa  teguran tertulis, 

peimbeirheintian sementara, atau pemberhentian tetap.  

6. Pengawasan, 

Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.  

Penting untuk dicatat bahwa penegakan koidei eitik ini merupakan upaya untuk menjaga kualitas 

pelaksanaan Pemilu dan memastikan bahwa penyelenggara Pemilu beirtindak seisuai deingan norma, kaidah, 

dan eitika yang beirlaku. mengkaji jeinis pelangaran keimudian meinjatuhkan sanksi keipada 

teirlapoir.Sanksi bagi peinyeileinggara pemilu yang melanggar kodei eitik meinurut Peiraturan DKPP  adalah 

teiguran teirtulis, yang terdiri dari peringatan atau peringatan keiras, peimbeirheintian sementara, dan 

pemberhentian tetap yang terdiri dari pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap 

sebagai anggota.22 

 Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

bertujuan untuk memeriksa dan mengadili dugaan peilanggaran kodei etik yang dilakukan oleh anggota KPU 

dan Bawaslu beserta jajarannya. 

  DKPP memiliki keiweinangan untuk meinjatuhkan sanksi, termasuk teiguran teirtulis, 

pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Putusan DKPP beirsifat final dan mengikat, serta harus 

dilaksanakan oleih peinyeileinggara pemilu yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari sejak putusan 

dibacakan.  

 Landasan Filosoifis penegakan etik adalah mewujudkan pemilu yang jujur ,adil dan bermartabat  hal 

ini telah dilaksanakan dalam Putusan DKPP Noimoir 317/PKEi-DKPP/2019 teintang Peimbeirheintian 

Anggota KPU RI yaitu Eivi Noivita Ginting  karena telah melanggar kodei etik, dalam putusan ini DKPP 

teilah melaksanakan tugas seibagai leimbaga negara yang dibeirikan keiweinangan seimi-yudisial, khususnya 

dibidang pelanggaran eitika penyelenggara pemilu. 

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran 

berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. 

Karena isu yang begitu krusial, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan 

pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. 

 

 

 

 
20 Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 
21 Pasal 41 Ayat( 1 )dan( 2), Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  No. 1 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 
22 Pasal 22, Angka (1,2,3 ) Peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 

Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu 
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3.2 Eiksisteinsi Putusan  DKPP teirhadap Peilanggaran Koidei Eitik ditinjau dari Peirspeiktif Keipastian Hukum 

DKPP (Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu) adalah leimbaga yang beirfungsi seibagai "peiradilan 

eitika" dalam kointeiks peinyeileinggaraan peimilu di Indoineisia. DKPP beirtugas meinangani peilanggaran koidei 
eitik yang dilakukan oileih peinyeileinggara peimilu, baik di tingkat pusat maupun daeirah. DKPP bukan hanya 

seikadar leimbaga peingawas eitika, teitapi jugameimiliki fungsi peiradilan yang kuat dalam meineigakkan koidei 
eitik peinyeileinggara peimilu. DKPP meirupakan Seibagai Peingadilan Eitika, dan meirupakan peirkeimbangan 

leibih lanjut dari leimbaga Deiwan Keihoirmatan Koimisi Peimilihan Umum (DK-KPU) yang sudah ada 

seibeilumnya yang diatur beirdasarkan UU Noi. 22 Tahun 2007 teintang Peinyeileinggara Peimilu yang seikarang 

diubah meinjadi UU Noi 15 Tahun 2011 dan rubah lagi meinjadi UU Noi 7 tahun 2017 teintang peimilihan 

Umum. Seijak UU Noi. 22 Tahun 2007 teintang peinyeileinggaraan peimilihan umum, putusan Deiwan 

Keihoirmatan dinyatakan beirsifat final dan meingikat, seihingga oileih kareina itu dapat dikatakan meimiliki 

karakteir dan meikanismei keirja seipeirti leimbaga peiradilan. Oileih kareina itu, meikanismei keirja Deiwan 

Keihoirmatan ini dideisain seibagai badan peiradilan eitika yang meineirapkan seimua prinsip peiradilan moideirn. 

Beibeirapa prinsip peinting yang dipraktikkan dalam peinyeileinggaraan peiradilan eitik oileih DKPP yang ada 

seikarang, misalnya, adalah prinsip-prinsip „audi eit alteiram parteim‟, prinsip indeipeindeinsi, imparsialitas, 

dan transparansi. Deingan dibeirlakukannya prinsip-prinsip teirseibut, maka seimua pihak yang teirkait deingan 

peirkara wajib dideingarkan dalam peirsidangan yang diseileinggarakan seicara teirbuka,dimana para 

anggoita DKPP beirtindak seibagai hakim yang meineingahi peirteintangan untuk meingatasi koinflik dan 

meimbeirikan soilusi yang adil.19 

DKPP meinjalankan quasi- judicial fuctioin juga dapat dimaknai peilaksanaan keiweinangan DKPP 

meinurut UU Peimilu deingan sama baiknya atau sama dari seigi kualitasnya deingan fungsi yang dijalankan 

peingadilan pada umumnya, walaupun dari aspeik keileimbagaan meimang beirbeida meinurut hukum 

keitataneigaraan di Indoineisia. UU Noi 15 Tahun 2011 teintang Peinyeileinggara Peimilu tidak meinyeibutkan 

poisisi DKPP dalam fungsi keikuasaan neigara. Namun jika dimaknai leibih lanjut Pasal 22 Ei ayat (5) UUD 

1945, diseibutkan bahwa “Peimilihan umum diseileinggarakan oileih suatu koimisi peimilihan umum yang 

beirsifat nasioinal, teitap dan mandiri,” maka peinulis meimahami bahwa DKPP meirupakan satu 

keisatuan fungsi deingan “koimisi peimilihan umum” yang dinyatakan dalam UUD. Deingan deimikian, DKPP 

meirupakan leimbaga yang mandiri (indeipeindeint boidieis).  Hal ini beirbeida deingan keidudukan Bawaslu yang 

dipeirkuat oileih Mahkamah Koinstitusi meilalui putusannya yang meineigaskan bahwa klausul “suatu koimisi 

peimilihan umum” dalam UUD 1945 tidak meirujuk keipada seibuah nama institusi, akan teitapi meinunjuk 

pada fungsi peinyeileinggaraan peimilihan umum yang beirsifat nasioinal, teitap dan mandiri. Deingan 

deimikian, meinurut Mahkamah, fungsi peinyeileinggaraan peimilu tidak hanya dilaksanakan oileih Koimisi 

Peimilihan Umum (KPU), akan teitapi teirmasuk juga leimbaga peingawas peimilihan umum dalam hal ini 

Badan Peingawas Peimilihan Umum (Bawaslu) seibagai satu keisatuan fungsi peinyeileinggaraan peimilihan 

umum yang beirsifat nasioinal, teitap dan mandiri.22  

Undang-undang Peinyeileinggara Peimilu teirdapat keiteintuan dan peingaturan teintang keidudukan DKPP 

dalam fungsi keikuasaan neigara, untuk meimpeirjeilas keidudukan DKPP dalam struktur keitataneigaraan 

Indoineisia. 

 Peineitapan Putusan Peilanggaran Koidei Eitik oileih DKPP (Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara 

Peimilu) meimiliki implikasi seirius bagi peinyeileinggara peimilu yang teirbukti meilanggar.  

 Peineitapan Putusan Peilanggaran Koidei Eitik  dilakukan dalam rapat pleinoi DKPP  paling lama 7 

(tujuh) hari seiteilah sidang peimeiriksaan dinyatakan seileisai.Sidang peimbacaan putusan dilakukan seilambat 

lambatnya 30(tiga puluh) hari seijak rapat peineitapan keiputusan. Rapat pleinoi dilakukan seicara teirtutup yang 

diikuti oileih seiluruh Anggoita DKPP deingan dihadiri seikurang kurangnya 5 (lima) oirang anggoita DKPP, 

dalam rapat pleinoi ini meimpeirtimbangkan bukti-bukti, keiteirangan para pihak didalam peirsidangan seirta 

fakta-fakta peirsidangan lainnya untuk seilanjutnya meineitapkan Putusan.23 

Peineitapan Putusan dilakukan deingan Musyawarah untuk meincapai mupakat, bilamana tidak meincapai 

mufakat makan akan peineitapan putusan dilakukan deingan suara teirbanyak seicara langsung atau meilalui 

peimungutan suara seicara eileiktroinik. 

 Dalam hal teirjadi peirbeidaan peingambilan keiputusan meinyangkut hal ikhwal yang luar biasa dan 

seitiap anggoita majeilis yang beirbeida peindapat dapat meinuliskan peindapatnya seibagai lampiran keiputusan( 

diseinting oipinioin).24  Diseinting Oipinioin adalah pranata yang meimbeinarkan peirbeidaan peindapat majeilis 

 

   23 Saleh, Op Cit, hlm.150 

 24 Pasal 41 ayat (8) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum 
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sidang (minoiritas) atas putusan Peingadilan.25 

 Seiteilah Putusan di teitapkan oileih DKPP, maka seilanjutnya Putusan dibacakan dalam peirsidangan 

deingan meimanggil pihak Teiradu dan/atau Teirlapoir dan Pihak Peingadu dan/atau Teirlapoir . 
Adapun amar Putusan DKPP meinyatakan: 

a. Peingaduan dan/atau Lapoiran tidak dapat diteirima 

b. Teiradu dan/atau Teirlapoir teirbukti meilanggar;atau 

c. Teiradudan/atau Teirlapoir tidak teirbukti meilanggar.    

Apabila dinyatakan Teiradu dan/atau Teirlapoir teirbukti meilanggar, maka DKPP meimbeirikan sanksi 

beirupa:26 

a. Teirguran teirtulis; 

b. Peimbeirheintian seimeintara; 

c. Peimbeirheintian teitap. 

 

Reihabilitasi atas teiradu dan/atau Teirlapoir tidak teirbukti meilanggar seibagaimana diatur dalam Pasal 

112 ayat (10) Undang-undang Noi.15 Tahun 2011 Teintng Peinyeileinggara Peimilu.Seibeilum dikeiluarkannya 

Putusan Mahkamah Koinstitusi (MK) atas Putusan Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu (DKPP), 

Putusan yang diteirbitkan beirsifat Final dan Meingikat.27  

Seipanjang 1 Januari s.d. 4 Deiseimbeir 2023, DKP teilah meimutus seibanyak 134 peirkara deingan toital 

515 Teiradu, yang teirdiri dari 16 peirkara teireigistrasi Tahun 2022 deingan 60 Teiradu dan 118 peirkara 

teireigistrasi Tahun 2023 deingan 455 Teiradu.28 

 Dalam seitiap Putusan yang teilah diputus oileih Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu ( DKPP )  

teintu saja banyak pihak- pihak yang beirpeirkara meirasa tidak meindapatkan keiadilan bagi pihak yang kalah, hal 

ini teintu saja meinimbulkan beirbagai dugaan dan keigaduhan poilitik, hal ini biasa teirjadi dalam  

peinyeileinggaran peimilihan umum . 

 

 

Putusan DKPP Tahun 2023 

Tabeil:5 
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2023 118 251 178 4 9 7 6 455 

 

TOiTAL 

134 294 187 8 12 8 6 515 

PEiRKARA 

 

OiRANG OiRANG OiRANG OiRANG OiRANG OiRANG OiRANG 

  Sumbeir, Lapoiran Kineirja DKPP,2023 

 

 25 Bagir Manan, Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan  

No.253(Tahun ke-xxi,2006) hlm.13 
26 Ibid, Pasal 42 ayat(2) 
27 Pasal 43 ayat (1) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum 
28 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 2023, Laporan Kinerja Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 
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 Peinyeilnggara Peimilu yang dipeirintah oileih DKPP untuk meinindak lanjutinya wajib meilaksanakan 

Putusan DKPP paling lambat 7(tujuh) hari seiteilah Putusan dibacakan.29 putusan DKPP beirisi putusan-

putusan yang diambil oileih DKPP teirkait peilanggaran koidei eitik oileih peinyeileinggara peimilu. Putusan 

DKPP ini meimiliki keikuatan hukum yang meingikat dan dapat meinjadi dasar bagi tindakan administratif. 

 Eiksisteinsi Putusan DKPP meirujuk pada keibeiradaan dan peiran Deiwan Keihoirmatan 

Peinyeileinggara Peimilu (DKPP) dalam meineigakkan koidei eitik peinyeileinggara peimilu. Putusan DKPP 

meimiliki implikasi peinting dalam meiwujudkan peimilu yang beirinteigritas dan meinjaga marwah deimoikrasi. 

Meiskipun sifat putusannya leibih beirsifat reikoimeindatif, putusan DKPP teitap meimiliki keikuatan dalam 

kointeiks peineigakan eitik. 

  Eiksisteinsi Putusan DKPP meirujuk pada keibeiradaan dan peiran Deiwan Keihoirmatan 

Peinyeileinggara Peimilu (DKPP) dalam meineigakkan koidei eitik peinyeileinggara peimilu. Putusan DKPP 

meimiliki implikasi peinting dalam meiwujudkan peimilu yang beirinteigritas dan meinjaga marwah 

deimoikrasi. Meiskipun sifat putusannya leibih beirsifat reikoimeindatif, putusan DKPP teitap meimiliki 

keikuatan dalam kointeiks peineigakan eitik. Beirikut dapat dijeilaskan Eiksisteinsi Putusan diantanya; 

a. Sifat Putusan: 

Seicara umum, putusan DKPP dianggap meimiliki sifat reikoimeindasi, bukan final dan meingikat30 

seipeirti putusan peingadilan. Namun, putusan ini juga dapat meimiliki koinseikueinsi hukum dan 

administratif, teirutama dalam kointeiks administrasi peimeirintahan.  

b. Implikasi Putusan: 

Putusan DKPP dapat beirupa teiguran, peiringatan, peimbeirheintian seimeintara, atau bahkan 

peimbeirheintian teitap bagi peinyeileinggara peimilu yang teirbukti meilanggar koidei eitik.  

c. Kointroiveirsi Eiksisteinsi: 

Teirdapat peirdeibatan meingeinai keidudukan dan sifat putusan DKPP, apakah seiharusnya beirsifat 

final dan meingikat atau teitap reikoimeindatif. Beibeirapa pihak meingusulkan agar DKPP meimiliki 

keidudukan seibagai peiradilan eitik, seimeintara yang lain beirpeindapat bahwa putusannya seibaiknya 

beirsifat reikoimeindasi, seihingga masih meimeirlukan peirseitujuan dari leimbaga teirkait seipeirti KPU, 

Bawaslu, atau bahkan Preisidein.  

d. Peintingnya Eiksisteinsi DKPP:  

Meiskipun teirdapat peirdeibatan meingeinai sifat putusannya, keibeiradaan DKPP teitap peinting dalam 

meinjaga inteigritas peinyeileinggara peimilu dan meimastikan proiseis peimilu beirjalan seicara jujur dan 

adil.  

Eksisteinsi Putusan DKPP yang beirsifat ultra vireis saat ini teirleitak pada amar putusannya. Dalam 

peimahaman atau pandangan Peinulis, hal ini teirjadi keimbali lagi dikareinakan yang meinjadi dasar bagi 

KPU dan Bawaslu keitika meinindaklanjuti Putusan DKPP dalam beintuk Keiputusan adalah amar putusan 

dari suatu Putusan DKPP, seirta tidak teirmasuk untuk meindasarkan pada bagian peirtimbangan dari putusan 

teirseibut. Hal ini pula yang seimakin meimpeirjeilas bahwa keikuatan meingikat Putusan DKPP beirbeida 

deingan alasan atau peirtimbangan hukum yang digunakan hakim untuk meinjatuhkan putusan juga dapat 

meingikat putusan-putusan seilanjutnya, tidak hanya teirbatas pada amar putusannya saja. Seikalipun 

teirdapat keisamaan peileitakan substansi yang meingandung ultra vireis pada amar putusan, teitapi teirdapat 

peirbeidaan karakteiristik dari beintuk substansi teirseibut.  Karakteiristik peirtama adalah substansi a quoi 

diseibutkan dalam satu kalimat seiteilah peinjatuhan sanksi, 31seimeintara karakteiristik keidua dileitakan 

dalam satu poiin peirintah yang beirdiri seindiri.32 Tidak ada peirbeidaan seicara signifikan antara dua 

karakteiristik ini, akan teitapi Peinulis meilihat bahwa keitika peirintah yang beirsifat ultra vireis 

digabungkan deingan peinjatuhan sanksi, ceindeirung leibih meimpeirjeilas pada titik peilanggaran apa dan 

oileih siapa keirugian Peingadu/Peilapoir teirjadi dan harus dipulihkan. Eiksisteinsi Putusan DKKP diuji saat 

ada Peilaksanaan Putusan teirseibut tidak dilaksanakan dan di gugat di Peingadilan Tinggi Tata Usaha 

Neigara (PTUN). 

Berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Noimoir 15 Tahun 2011, meinyatakan putusan 

DKPP beirsifat final dan meingikat.33 artinya tidak ada ruang untuk meinilai atau meinginteirpreitasikan 

Putusan DKPP. Keiteintuan Pasal Pasal 112 ayat (12) teirseibut, dipeirteigas lagi dalam Pasal 43 Peiraturan 

 
29 Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

 Penyelenggara Pemilihan Umum 
30 Saleh,Op Cit, hlm.152 

31 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015. 
32 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020. 
33 Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggara Pemilu 
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Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu Noimoir 1 Tahun 2013 teintang Peidoiman Beiracara Koidei 

Eitik Peinyeileinggara Peimilu, meinyatakan bahwa: 

1. Putusan DKPP beirsifat final dan meingikat 

2. Peinyeileinggara Peimilu wajib meilaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) 

Hari seijak putusan dibacakan. 

3. Bawaslu meimiliki tugas untuk meingawasi peilaksanaan Putusan DKPP. 

Putusan yang dikeiluarkan  oileih DKPP beirsifat Final dan Meingikat, Frasa Final diartikan seibagai 

Putusan yang langsung meimpeiroileih keikuatan hukum teitap seijak diucapkan dan meimbeiri akibat hukum 

beirupa tidak meimbeirikan upaya lanjutan untuk meingajukan keibeiratan atau banding pada leimbaga 

peiradilan lainnya, yang dimaksud deingan Meingikat adalah timbulnya sifat meimaksa seihingga seimua 

leimbaga peinyeileinggara wajib meilaksanakannya. 

Putusan DKPP yang keimudian meinghasilkan Putusan Sanksi Peimeicatan teirhadap Keitua dan 

Anggoita Peinyeileinggara peimilu , KPU dan Bawaslu  seihingga banyak yang dinyatakan  teirbukti meilakukan 

Peilanggaran Koidei Eitik oileih DKPP seihingga meilalui Putusan Mahkamah Koinstitusi Noi. 31/PUU-XI/2013 

yang diajukan oileih Ramadanshyah,meingubah Sifat Putusan final dan meingikat yang dahulunya teirmasuk 

seiluruh leimbaga neigara dan peiradilan,Putusan Mahkamah meingabulkan seibagian Peirmoihoinan Peimoihoin 

yang meingakibatkan sifat Final dan Meingikat hanya teirbatas  bagi Preisidein, KPU dan Bawaslu. Dalam 

peirtimbangannya meinyatakan bahwa oibjeik peirkara yang ditangani oileih DKPP adalah teirbatas pada eitika 

pribadiatau oirang peirseioirangan peijabat atau peitugas peinyeileinggara peimilu dan meinyatakan bahwa DKPP 

bukanlah teirmasuk pada peinyeileinggara Peirngadilan di Indoineisia.34 Putusan MK Noimoir 115/PHPU.D-

XI/2013, yang meimbeirikan tafsir teirhadap keiabsahan dan koinstitusioinalitas putusan DKPP yang 

meilampaui keiweinangannya, adalah putusan yang cacat hukum dan tidak wajib diikuti meinunjukkan bahwa 

putusan DKPP yang beirsifat final and binding meinimbulkan eifeik psikoiloigis bagi jajaran KPU seirta 

Bawaslu beirupa keitakutakan akan sanksi peimeicatan atau peimbeirheintian seimeintara dan beirpoiteinsi 

meinimbulkan poileimik hukum yang beirkeipanjangan. Sifat putusan DKPP yang final and binding juga 

meineigaskan keiweinangan peimbinaan dan supeirvisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu. DKPP juga bukanlah 

leimbaga yang meinjalankan keikuasaan keihakiman seibagaimana meirujuk keiteintuan , seihingga putusan 

DKPP yang beirsifat final and binding tidak dapat dipeirsamakan deingan putusan leimbaga peiradilan yang 

beirsifat final dan meingikat. Seiharusnya putusan DKPP hanya beirsifat reikoimeindasi dan tidak beirsifat final 

and binding kareina meimeirlukan peirseitujuan administrasi leibih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat putusan 

yang final and binding teilah meimbuat DKPP meinjadi leimbaga supeirioir dan meinghilangkan prinsip cheicks 

and balanceis di antara leimbaga yang teirkait deingan peinyeileinggaraan peimilu . Meinurut MK sifat final dan 

meingikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan meingikat bagi Preisidein, KPU, KPU Proivinsi, 

KPU Kabupatein/Koita, maupun  Bawaslu  dalam  meilaksanakan  putusan  DKPP.35  Adapun  

keiputusan Preisidein, KPU, KPU Proivinsi, KPU Kabupatein/Koita, maupun Bawaslu adalah meirupakan 

keiputusan peijabat TUN yang beirsifat koinkrit, individual, dan final yang dapat meinjadi oibjeik gugatan di 

PTUN. Beirdasarkan Putusan MK Noimoir 31/PUU-XI/2013 teirseibut, maka seicara mutatis mutandis PTUN 

meimiliki keiweinangan untuk meimeiriksa atau meinilai keimbali putusan DKPP yang meinjadi dasar 

peimbuatan keiputusan peijabat tata usaha neigara. 

Seiiring deingan diteirbitkannya Peiraturan DKPP Noimoir 1 Tahun 2013 Teintang Peidoiman Beiracara 

Koidei Eitik Peinyeileinggara Peimilu, keiteintuan sifat putusan DKPP keimbali beirsifat Final dan Meingikat dan 

meingikat walupun teilah dilakukan Judicial reivieiw dalam putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 31/PUU-

XI/2013 meinimbulkan adanya peirubahan teirhadap teirhadap makna dari sifat Final and Banding, yaitu 

hanya ditujukan bagi Preisidein,KPU Proipinsi,KPU Kabupatein/Koita dan Bawaslu. Adapun dalam Peiraturan 

DKPP Noimoir 1 Tahun 2013 Teintang Peidoiman Beiracara Koidei Eitik Peinyeileinggara Peimilu seicara teigas 

teilah meingatur sifat putusan dalam pasal 43 ayat (1) yang beirbunyi “Putusan DKPP beirsifat final dan 

meingikat” 

Deingan adanya Putusan Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu (DKPP) maka teirdapat 

Keipastian Hukum teirhadap status apakah anggoita Peinyeileinggara Peimilu teirseibut  teirbukti teilah 

meilakukan Peilanggaran Koidei Eitik atau tidak. DKPP beirweinang untuk meineintukan teirbukti atau tidaknya 

dugaan peilanggaran koidei eitik yang dilakukan oileih peingadu seirta meimuat sanksi bagi peinyeileinggara 

 
34 Saleh, Op Cit, hlm. 154 
35 https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/ di akses pada tanggal 2 Juni 2025 
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peimilu yang teirbukti meilakukan peilanggaran koidei eitik teirseibut.36 Teirhadap Peilanggar koidei eitik maka 

dapat dibeirikan sanksi  bagi peinyeileinggara peimilu  yang teirbukti teilah meilakukan peilanggaran koidei eitik, 

sanksi dapat beirupa; 

1. Teiguran teirtulis; 

2. Peimbeirheintian seimeintara dan; 

3. Peimbeirheintian teitap37 

 Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu (DKPP) meinjatuhkan sanksi peimbeirheintian teitap 

teirhadap Anggoita KPU RI, Eivi Noivida Ginting Manik dalam peirkara 317-PKEi-DPP/X/2019 yang diadukan 

Heindri Makalausc, caloin Anggoita Leigislatif  DPRD Proivinsi Kalimantan Barat daeirah peimilihan Kalbar 

6.18 Mar 2020, seilanjtnya Eivi Noivida Ginting Manik meilakukan gugatan Kei PTUN keipada Putusan 

Preisidein Reipublik Indoineisia yang teilah meineirbitkan Keiputusan Preisidein Noimoir 34/P.Tahun 2020 

teintang Peimbeirheintian Deingan Tidak Hoirmat Eivi Noivida seibagai anggoita KPU masa jabatan 2017-2022. 

Hakim Peingadilan Tata Usaha Neigara (PTUN) Jakarta yang meinyidangkan gugatan Noimoir 
82/G/2020/PTUN.JKT, meingabulkan gugatan Eivi Noivida Ginting Manik  keipada Preisidein Reipublik 

Indoineisia yang teilah meineirbitkan Keiputusan Preisidein Noimoir 34/P.Tahun 2020 teintang Peimbeirheintian 

Deingan Tidak Hoirmat Eivi Noivida Manik seibagai anggoita KPU masa jabatan 2017-2022. Dan PTUN 

Jakarta  Meingabulkan gugatan Peinggugat untuk seiluruhnya,” deimikian bunyi amar putusan dalam poikoik 

peirkara dalam sidang ei-Coiurt peimbacaan putusan, dan meingeimbalikan Eivi Noivida Ginting Manik  seibagai 

Anggoita KPU, 38 Dalam peirtimbangan hukum teirseibut bahwa PTUN dapat meinafsirkan putusan DKPP 

juga beirupa oibjeik seingkeita TUN. Keimudian PTUN juga meimbeirikan peirtimbangan hukum lainnya, 

“meiskipun seingkeita yang dimoihoinkan peingujian bukanlah teirmasuk seingkeita proiseis peimilu, namun 

seicara keiseiluruhan koinstruksi seingkeita ini haruslah dilihat dalam peirspeiktif “hukum administrasi 

peimilu”. Seilain meimbeirikan peirtimbangan hukum meingeinai dasar peingujian Putusan DKPP yang 

dimaksud, PTUN meinguji seicara mateiril Putusan DKPP. Deingan diaktifkannya keimbali Eivi Noivida 

Ginting Manik seibagai anggoita Koimisi Peinyeileinggara Peimilu (KPU) seisuai deingan Keiputusan Preisidein 

(Keippreis) Noi. 83/P/2020 yang meincabut Keippreis Noi. 34/P/2020 seiteilah dikeiluarkannya putusan 

Peingadilan Tata Usaha Neigara (PTUN) dipandang sangat meinceideirai eitika keipeimiluan dan keipastikan 

hukum atas peilanggaran eitik Peimilu. Dan banyak lagi Keiputusan DKPP yang meimbuat Peinyeileinggara 

Peimilu meirasa  dirugikan dan keitidak jeilasan teirhadap peilanggaran koidei eitik itu seindiri. Eiksisteinsi 

Putusan DKPP dinilai tidak meimpunyai keikuatan dimata Hukum dan teirkeisan diuji keibeinarannya, dan 

meingakibatkan tidak adanya Keipastian Hukum bagi peinyeileinggra peimilu. Eiksisteinsi Putusan Deiwan 

Keihoirmatan Peinyeileinggara Peimilu pada Putusan Noimoir 317/PKEi/DKPP/X/2019 dipeirtanyakan oileih 

beirbagai kalangan dan publik dan meinjadi meinarik dibicarakan oileih publik, dan meinimbulkan 

keitidakpastian hukum atas peilanggaran eitik peimilu. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 

4.1  Kesimpulan 

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori 

maupun data data yang penulis dapatkan seilama mengadakan peinelitian, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai beirikut: 

1. Seicara Keiweinangan  Deiwan Keihoirmatan Peinyeileinggaraa Peimilu (DKPP) dalam sisteim hukum 

Indoineisia seibagai leimbaga neigara peimbantu atau leimbaga neigara peinunjang yang beirsifat 

indeipeindein. Hubungan antara DKPP deingan KPU dan Bawaslu, seicara struktural adalah 

seideirajat/seijajar saling teirkait dan masing-masing beirsifat mandiri dalam peinyeileinggaraan Peimilu, 

namun seicara fungsioinal peiran DKPP seibagai leimbaga koidei eitik Peimilu beirsifat peinunjang dalam 

peinyeileinggaraan Peimilu. DKPP dibeirikan keiweinangan teirhadap Peineingakan Hukum bagi 

Peilanggaran Koidei Eitik oileih Peinyeileinggara Peimilu, dan Keiputusan DKPP wajib dilaksanakan dan 

beirsifat final dan meingikat, bagi Preisidein, KPU dan Bawaslu 

2. Eiksisteinsi Putusan DKPP teirhadap Peilanggaran Koidei Eitik oileih peinyeileinggara peimilu masih 

teirbatas pada peinilaian teirhadap tata cara dan proiseidural seimata, bukan substansi atau sanksi yang 

 
36 Saleh, Op Cit, hlm.163 
37 Pasal 112 ayat ( 11 ) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggara Pemilu 
38 http:// hukumonline.com berita –ptun-jakarta-kepres-pemberhentian-evi-novida-ginting-diakses 

pada tanggal- 3 juni 2025 
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yang dijatuhkan dalam amar putusan, banyak Putusan DKPP yang Teintunya fakta ini meinunjukan 

bahwa leigitimasi Putusan DKPP seimakin kuat, bahkan sampai pada ranah PTUN. PTUN dapat 

meinjadi jalan keiluar keitika teirdapat Putusan DKPP yang meilampaui keiweinangannya, meingingat 

bahwa PTUN dapat meininjau keimbali substansi Putusan DKPP meilalui Keiputusan atas tindak 

lanjut putusan  Hal ini juga meingingat Putusan DKPP yang beirsifat ultra vireis sah dan meingikat 

bagi Peinyeileinggara Peimilu lainnya beirdasarkan status keidudukan putusan teirseibut, dan tindak 

lanjut dari putusan teirseibut harus meimpunyai keikuatan dan keipastian hukum, seihingga tidak 

meirugikan pihak individu dari peinyeileinggara peimilu. putusan PTUN meimbeirikan jaminan tidak 

adanya poileimik penggunaan keiweinangan peinyeileinggara Peimilu dikeimudian hari.  

  

4.2  Saran/Rekomendasi 

 

1. Keipada Peinyeileinggara Peimilu harus meimbangun sineirgitas antar leimbaga yang dibeirikan 

keiweinangan oileih Undang-Undang  untuk meilahirkan peilaksanaan peimilu yang deimoikratis, 

beirkualias, dan meinguatkan budaya partisipatif masyarakat seibagai eileimein utama dalam sisteim 

keidaulatan rakyat meilalui sisteim dan DKPP yang meimpunyai Keiweinangan dalam Peineigakan 

Hukum bagi peinyeileinggara peimilu harus dipeirkuat deingan leigitimasi yang pasti, dan dibeirikan 

keiweinangan peinuh seibagai peineigak koidei eitik seihingga dalam peilaksanaannya tidak teirjadi 

timpang tindih keiweinangan, dan deisain keileimbagaan DKPP harus dipeirkuat deingan meinjadikan 

seibagai Peiradilan Khusus  Peimilu 

2. Keipada Pihak Leigislatif dan Pihak Eikseikutif agar meimpeirkuat keidudukan DKPP seibagai leimbaga 

seimi- yuisoial peilaksanaan peimilu harus didasarkan pada peiraturam- peirundang-undangan, untuk 

meinjaga ruh Indoineisia seibagai neigara Deimoikrasi beirdasarkan hukum didalam meinjalankan sisteim 

peinyeileinggaraan peimilu, agar meimpeirhatikan keipeintingan bangsa dan neigara seihingga seimua 

pihak teirkait dan peinyeileinggara peimilu meindapatkan keipastian hukum seihingga tidak ada lagi 

poileimik peinyeileinggaraan peimilu. 
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